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(E) Isi Abstrak :

Persaingan dalam bisnis merupakan hal yang wajar terjadi dialami setiap para
pelaku usaha. Persaingan yang sehat akan berdampak positif dan
menguntungkan bagi konsumen, namun sebaliknya persaingan tidak sehat dan
monoplis akan berdampak negatif karena dapat merugikan perekonomian
negara, pelaku usaha yang lain dan konsumen. Salah satu kasus persaingan
tidak sehat yang ditangani KPPU adalah kartel produsen motor Yamaha-Honda
perkara Putusan Nomor 04/KPPU-1/2016. Akibat kartel tersebut timbul
permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi
terhadap konsumen korban kartel produsen kendaraan bermotor Yamaha-
Honda dalam perkara Putusan Nomor 04/KPPU-1/2016 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang
digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus
dan perundang-undangan. Hasil analisis menyatakan bahwa putusan KPPU
dinilai tidak melindungi konsumen karena menetapkan ganti rugi ke negara
bukan kepada konsumen selaku pihak yang dirugikan atas kartel Yamaha-
Honda. KPPU tidak memiliki fungsi perlindungan konsumen korban Kkartel
dikarenakan secara hukum bukan menjadi kewenangan KKPU, tetapi menjadi
kewenangan BPKN terkait masalah perlindungan konsumen. Terpisahnya
aturan hukum mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang
menyebabkan terbatasnya kewenangan KPPU tidak dapat menjalankan tugas
melampaui kewenangannya, kecuali yang telah di atur dalam undang-undang.
Adapun mekanisme ganti rugi yang dapat dilakukan korban kartel Yamaha-
Honda yaitu melalui gugatan class action dan citizen lawsit. Akan tetapi,
guoatan tersebut cukup sulit dijalankan karena berkaca pada gugatan konsumen
dalam perkara putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.JKt.Pst, yang gugatannya
banyak yang terpatahkan karena kesulitan dalam membuktikan Kkerugian yang
dialami masing-masing konsumen.
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